
BUPATI EMPAT LAWANG 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 
NOMOR J- TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

a. ba hwa memenuhi ketentua n Pasal 317 ayat (1) 

Unda n g-Undang Nomor 23 Ta hun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan pasal 1 77 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib 

m engajukan Peratura n Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapa tan dan Bela nja Daerah (APBD) 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

untuk memperoleh perselujuan Bersama; 

b. bahwa Pera tu ra n Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang diajukan merupakan perwujudan dari 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025 yang dijabarkan kedalam peruba han Kebijakan 

Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara yang telah disepaka ti bersama 

antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) pa da tanggal 24 Juli 2025; 

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana 

dima ksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menctapkan Peraturan Daerah tentang Peruba ha n 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Empat Lawang Tahun Anggaran 2025. 



Mengingat 

- 2 -

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Norn or 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 44210); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupa ten Empat Lawang di Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 

5. 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

4677); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomor 5587), 

sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lemba ran Negara Repbublik Indoensia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daera h (Tambahan Lemba ra n Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomor 3098), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 1 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 1181 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Norn or 1199 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 , 

Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia 

Nomor 5340); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minima l (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Pa rtai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Partai Politik Bantuan Keu a ngan Kepada Partai 

Politik; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara n Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembara n Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keua n gan dan Administratif Pimpinan clan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322}; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6906}; 

21. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2025 tentang 

Perubahan Atas Pera tu ran Presiden Nomor 201 Tahun 

2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Selanja Negara Tahun Anggaran 2025; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Selanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Selanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

525}; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 Ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754}; 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 11 

Tahun 201 7 Ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Selanja 

Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Selanja Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450) 

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operaional (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 ten tang Tata Cara Penghitunga n , Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan , Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Santuan 

Keuangan Partai Politik; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Selanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 648); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 

15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 

202 1 Nomor 15); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah Ta hun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Empat Lawan g Ta hun 2024 Nomor 

9); 

32. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 34 Tahun 

2024 tentang Penjabara n Anggara n Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Empat Lawan g Tahun 2024 Nomor 34); 

33. Pera turan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupa ti Nomor 34 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 1); 

34. Pera turan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah 

Ka bupaten Empat Lawang Tahun 2025 Nomor 6); 

35. Peraturan Supati Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Supati Nomor 34 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daera h Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Empat Lawang Ta hun 2025 Nomor 8); 

36. Peraturan Supati Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Perubaha n Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025 (Serita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 

2025 Nomor 11); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN EMPAT LAWANG 

dan 

BUPATI EMPAT LAWANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal 1 

Anggaran Pend apatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula 

sebesar Rpl .287.2 10.971.566,00 bertambah sebesar 

Rp201.882.200. 790,00 sehingga menjadi Rp l .489.093.172.356,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. 

2. 

Pendapatan daerah; 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah pendapatan daerah setela h 

perubahan 

Belanja daerah; 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah belanja daerah setelah 

perubahan 

3. Pembiayaan daerah; 

a. Penerimaan pem biayaan 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 

Rpl .277.210.971.566,00 

Rpl 98.4 13.950.853,00 

Rpl .475.624.922.419,00 

Rpl. 28 1.210.97 1.566,00 

Rp207.882.200.790,00 

Rpl .489.093. 172.356,00 

Rpl0.000.000.000,00 

Rp3.468.249 .937,00 

Rp 13.468.249. 937 ,00 
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b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan neto setelah 

perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah perubahan 

Pasal 2 

Rp6.000.000.000,00 

Rp6.000.000.000,00 

NIHIL 

Rp13.468.249.937,00 

NIHIL 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

bersum ber dari: 

1. 

2. 

Pendapatan asli daerah 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah pendapatan asli daerah 

setelah perubahan 

Pendapatan transfer 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan transfer setelah 

perubahan 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang 

sah 

a. Semula 

b. Bertambah / (berkurang) 

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah 

yang sah setelah perubahan 

Rp78.533. 766.340,00 

Rp9.000.000.000,00 

Rp87.533.766.340,00 

Rpl .181.944.539.323,00 

Rp189.031.651.153,00 

Rpl .370.976.190.476,00 

Rp16.732.665.903,00 

Rp382.299.700,00 

Rpl 7.114.965.603,00 
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Pasal 3 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 2 

huruf a, bersumber da ri: 

a. Pajak daerah; 

1) Semula 

2) Bertambah / (berkurang) 

Jumlah Pajak daerah setelah 

perubaha n 

b . Retribusi daera h; 

1) Semula 

2) Bertambah / (berkurang) 

Jumlah Retribusi daera h setela h 

perubahan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang di pisahkan; 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumla h Hasil pengelolaan 

kekayaan daera h yang di 

pisahka n setelah perubahan 

d. Lain -lain penda patan asli 

daerah yang sah; 

1) Semula 

2) Bertam bah / (berkurang) 

La in-lain 

daerah 

pendapatan asli 

yang sah setelah 

perubahan 

Rp29.965.266.340,00 

NIHIL 

Rp29. 965.266.340,00 

Rp6.568.500.000,00 

NIHIL 

Rp6 .568.500.000,00 

NIHIL 

Rp9.000.000.000,00 

Rp9.000.000.000,00 

Rp42 .000.000.000,00 

NIHIL 

Rp42.000.000.000,00 

(2) Pendapatan tran sfer sebagaimana dimaksud da la m Pasa l 2 huruf 

b, bersumber dari: 

a. Tra nsfer pemerintah pusat; 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Transfer pemerintah 

pusat setelah perubahan 

Rpl.120.413.832 .997,00 

Rpl06 .536.682.000,00 

Rpl .226.950.514 .997,00 
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b. Trans fer a n tar daerah 

1) Semu la 

2 ) Berta mba h 

Jumla h Transfer anta r daera h 

setela h peruba han 

Rp6 1.530. 706.326,00 

Rp82.494 .969 .153,00 

Rp144.025.675.4 79,00 

(3) La in-la in penda pa ta n daera h yan g sah sebagaima n a dimaksud 

da la m Pasal 2 huruf b , bersumber da ri: 

a . Pendapa ta n hiba h; 

1) Semula 

2) Ber tamba h /(berkura n g) 

Jumla h Penda patan h ibah 

setela h peruba h a n 

b . Dana da rura t ; 

1) Semula 

2) Be rta mba h / (berkura n g) 

Jumla h Da n a da rurat setela h 

perubahan 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

c. La in-la in pendapatan sesuai dengan k eten tu a n pera tura n 

perunda n g-unda n gan ; 

1) Semula 

2) Bertamba h 

Jumla h La in-la in pendapatan 

sesua1 dengan ketentuan 

peratura n peru n dan g-undangan 

setela h peruba h a n 

Pasal4 

Rp16 .732 .665.903,00 

Rp382.299.700,00 

Rpl 7 .114.965.603,00 

Anggara n bela nja daerah sebagaimana d imaksud dala m Pasal 1, terdiri 

atas: 

a. Bela nja operasion a l; 

Semula 

Ber tamba h 

Jumla h Bela nja operasional 

setela h peru bahan 

Rp870 .720 .842. 186,00 

Rp62.037 .2 10.167,00 

Rp932. 758.052.353,00 



b . 

C. 

d . 
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Belanja modal; 

Semula 

Bertambah 

Jumlah Belanja modal setelah 

perubahan 

Belanja tidak terduga; 

Semula 

Berkurang 

Jumlah Belanja tidak terduga 

setelah peru bahan 

Belanja transfer; 

Semula 

Berkurang 

Jumlah Belanja tran sfer setelah 

perubahan 

Pasal 5 

Rp160.930.598. 946,00 

Rp202.460 .038.523,00 

Rp363.390.637.469,00 

Rp55.000.000.000,00 

Rp52.835.187.000,00 

Rp2.164.81 3.000,00 

Rp 194.559.530.434,00 

Rp3. 779 .860. 900,00 

Rpl 90.779.669.534,00 

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 h uruf a, 

terdiri atas: 

a. Belanja pegawa i; 

1) Semula 

2) Berkurang 

Jumla h Bela nja pegawai setelah 

perubaha n 

b. Belanja barang dan jasa; 

1) Semula 

2) Ber tambah 

Jumlah Belanja barang dan jasa 

setelah perubahan 

c. Bela nja bunga; 

1) Semula 

2 ) Bertambah/ (berkurang) 

Jumla h Belanja bunga setelah 

perubahan 

Rp45 l. 779.025.082,00 

Rp24.142 .836.822,00 

Rp427 .636.188.260,00 

Rp4 l l .5 13.264.854,00 

Rp4 l .545. 159.343,00 

Rp453.058.424. l 97,00 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 
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d. Belanja subsidi; 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja subsidi setelah 

perubahan 

e. Belanja hibah; 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja hibah setelah 

perubah a n 

f. Belanja bantuan sosial; 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja bantua n sosial 

setelah peru baha n 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

Rp7.095.052.250,00 

Rp44.634.887 .646,00 

Rp5 l. 729. 939 .896,00 

Rp333.500.000,00 

NIHIL 

Rp333.500.000,00 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 huruf b, terdiri 

atas: 

a. Belanja moda l tanah; 

1) Semula 

2) Bertam bah 

Jumlah Belanja modal tanah 

setelah perubaha n 

b. Belanja modal peralatan dan 

mesm ; 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja modal pera latan 

dan mesin setelah perubahan 

c. Belanja modal bangunan dan 

gedung; 

1) Semula 

2) Berta mba h 

Jumlah Belanja modal 

bangunan dan gedung setelah 

perubah an 

Rp4.700.000.000,00 

Rp2.000.000.000,00 

Rp6.700.000.000,00 

Rp39 .546.838. 946,00 

Rpl4. 280. l 15.346,00 

Rp53.826.954.292,00 

Rp27.0l 7.820.000,00 

Rp29.609.988.938,00 

Rp56.627 .808. 938,00 
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d. Belanja modal jalan, Janngan, 

dan irigasi; 

e. 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja modal jalan, 

jaringan, dan irigasi setelah 

perubahan 

Belanja modal aset tetap 

lainnya; 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja modal aset tetap 

lainnya setelah peruba han 

f. Belanja modal aset lainnya; 

3) Semula 

4) Bertam bah 

Jumlah Belanja modal aset 

lainnya setelah perubahan 

Rp89.498.340.000,00 

Rp156.115.847.939,00 

Rp245.614.187.939,00 

Rpl 17.600.000,00 

Rp354.086.300,00 

Rp4 71.686.300,00 

Rp50.000.000,00 

Rpl00.000.000,00 

Rp150.000.000,00 

(3) Belanja t idak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 

1) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah belanja tidak terduga 

setelah perubahan 

Rp55.000.000.000,00 

Rp52.835.187.000,00 

Rp2.164.813.000,00 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 

terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil; 

1) Semula 

2) Bertam bah / (berkurang) 

Jumlah Belanja bagi hasil 

setelah perubahan 

Rp3 .653.376.634,00 

NIHIL 

Rp3.653.376.634,00 
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b. Belanja bantuan keuangan; 

1) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah Belanja bantuan 

keuangan setelah peru bahan 

Pasal 6 

Rpl 90.906.153.800,00 

Rp3.779.860.900,00 

Rpl87.126.292.900,00 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

terdiri atas: 

1. Penerimaan pembiayaan; 

a . Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 

2. Pengeluaran pembiayaan; 

a. Semula 

b. Berkurang 

Jumlah Pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan 

Pasal 7 

Rpl0.000.000.000,00 

Rp3.468 .249.937,00 

Rpl3.468.249.937,00 

Rp6.000.000.000,00 

Rp6.000.000 .000,00 

NIHIL 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a, terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun sebelumnya; 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun 

setelah perubahan 

sebelumnya 

b. Pencairan dana cadangan; 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pencairan dana cadangan 

setelah perubahan 

Rpl0.000.000.000,00 

Rp3 .468. 249. 93 7, 00 

Rpl3.468.249.937,00 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pen caira n dana cadangan 

setelah perubaha n 

d. Penerima an pinjaman daerah ; 

1) Semula 

2) Bertambah / (berkura ng) 

Jumlah Penerimaan pmJa man 

daerah se telah perubahan 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

e. Penerimaan kembali pemberia n pinjaman daerah; 

1) Semula 

2) Berta mbah / (berku r ang) 

Jumla h Pen erimaan kem bali 

pemberian pmJaman daera h 

daerah setelah perubahan 

f. Penerimaan pembiayaan la innya sesu a i 

pera tura n perunda ng-unda ngan; 

1) Semula 

2) Bertambah / (berkurang) 

Jumlah Penerimaan pembiayaan 

lainnya sesua i den gan ketentuan 

pera tura n perundan g-undangan 

setelah perubahan 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

den gan ketentua n 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaiman a dimaksud da lam Pasal 6 

huruf b, terdiri a tas: 

a . Pembentuka n da n a cada n gan ; 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pembentukan da n a 

cadan gan setelah peru bah an 

b. Penyertaan Moda l Daerah; 

1) Sem u la 

2) Berkuran g 

Jumlah Penyertaan Modal 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

Rp6.000 .000.000,00 

Rp6 .000.000.000,00 

NIHIL 
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Daerah setelah perubahan 

c. Pembayaran cicilan pokok u tang yan g jatuh tempo; 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang 

Jumlah Pembayaran cicila n 

pokok utang yang jatuh tempo 

setela h peru bah an 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; 

1) Semula 

2) Bertamba h / (berkurang) 

Jumlah Pemberia n Pinjaman 

Daerah setelah peruba han 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

NIHIL 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesua1 dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

1) Semula NIH IL 

2) Bertambah/ (berkurang) NIHIL 

Jumlah 

pembiayaan 

Pengeluaran 

lainnya 

dengan keten tuan 

perundang-undangan 

perubahan 

sesua1 

peraturan 

setelah 

Pasal8 

NIHIL 

( 1) Dalam kead aan da rurat termasuk keperluan mendesak, dengan 

peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ a tau 

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan 

daerah m1, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan 

Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah Ka bupaten Empat Lawang 

Tahun Angga ran 2025. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau 

kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaa n operasi pencaria n dan pertolongan ; dan / atau 

c. Kerusakan sarana/ prasaran a yan g dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; da n / a tau 

d. Pengeluaran daera h lainnya yan g apabila ditunda akan 

m enimbulkan kerugian yan g lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/ atau masyara ka t. 

Pasal9 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pe raturan Daerah 

Kabupaten Empat Lawang ini terdiri dari: 

1. Lampiran I. 

2. Lam pi ran II. 

3. Lampiran III . 

4. Lam pi ran IV. 

Ringkasan Perubahan APBD yan g Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis 

Pendapa ta n , Bela nja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta 

Keluaran; 



5 . Lampiran V. 

6. Lam piran VI. 
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Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negar a; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD / RPD dengan 

Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 

9. Lampiran IX. 

10. Lampiran X. 

11. Lampiran XI. 

Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan 

PPAS dengan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD; 

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan 

Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas 

Kabupaten/Kota; 

Daftar Jumlah Pegawai Pe r Golongan dan Per 

Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

12. Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 

Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 

14. Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran 

Sebelumnya yang Bel um Diselesasikan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 

yang Direncanakan; 

15. Lampiran XV. Daftar Dana Cadangan; 

16. Lampir a n XVI. Daftar Pinjaman Daerah. 
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Pasal 10 

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD. 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

A BAHAGIA. ~E su~ITR 
PEMBI 
?l,? . . 976 101c 

Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal , September 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

PAUZAN KHOIRI, AP, MM 

di Tebing Tinggi 
al, tO September 2025 

UHAMMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINS! 
SUMATERA SELATAN : ( / 2025) 
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Pasal 10 

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APB D. 

Pasa l 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal, September 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

PAUZAN KHOIRI, AP, MM 

di Tebing Tinggi 
al, \0 September 2025 

AT LAWANG, 

H. JONCIK UHAMMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINS! 

SUMATERA SELATAN : ( /2025) 



KODE 

1 

4 

4.1 

4.1.01 

4.1.02 

4.1.03 

4.1.04 

4.2 

4.2.01 

4.2.02 

4.3 

4.3.03 

5 

5.1 

5.1 .01 

5.1.02 

5.1.05 

5.1.06 

5.2 

5.2.01 

5.2.02 

5.2.03 

5.2.04 

52.05 

5.2.06 

5.3 

5.3.01 

5.4 

5.4.01 

5.4.02 

6 

6.1 

Lampiran I : Parah.nan Oaerah 

Nomo, : 2 Tarnm 2025 

Tanggal : 10 Sep-2025 

KABUPATEN EMPAT LAWANG 
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 

JUMLAH (Rp) 

URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH 

SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 

2 3 4 5 

PENOAPATANDAERAH 

PENDAPATAN ASU DAERAH (PAO) 78.533.766.340,00 87.533.766.340,00 9.000.000.000,00 

Pajak Oaerah 29.965.266.340,00 29.965.266.340,00 0,00 

Retribusl Oaerah 6.568.500.000,00 6.568.500.000,00 0,00 

Hasil Pengelolaan Kel<ayaan Oaerah yang Oipisahkan 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 

Lain-lain PAD yang Sah 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 0,00 

PENDAPATAN TRANSFER 1.181.944.539.323,00 1.370.976.190.476,00 189.031.651.153,00 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.120.413.832.997,00 1.226.950.514.997,00 106.536.682.000,00 

Pendapatan Transfer Anta r Daerah 61 .530. 706.326,00 144.025.675.479,00 82.494.969.153,00 

LAIN-lAIN PENDIY'ATAN DAERAH YANG SAH 16.732.665.903,00 17 .114.1165.603,00 382.- .700,00 

Lain---tain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 16.732.665.903,00 
Perundang-Undangan 

17.114.965.603.00 382.299.700.00 

Jumlah Pendapatan 1.277.210.971.566,00 1.4 75.624.922.419,00 198.413.950.853,00 

BELANJA OAERAH 

BELANJA OPERASI 870.720.842.186,00 932.758.052.353,00 62.037.210.167,00 

Belanja Pegawal 451.TTQ.025.082,00 427 .636.188.260,00 -24.142.836.822,00 

Belanja Barang dan Jasa 411.513.264.854.00 453.058.424.197,00 41.545.159.343,00 

Belanja Hlbah 7.095.052250,00 51.729.939.896,00 44.634.887.646,00 

Belanja Banluan Sosial 333.500.000,00 333.500.000,00 0.00 

BELANJA MODAL 160.930.598.946,00 363.390.637.469,00 202.460.038.523,00 

Belanja Modal Tanah 4.700.000.000,00 6.700.000.000,00 2.000.000.000,00 

Belanja Modal Peralatan dan Mesln 39.546.838.946.00 53.826.954.292.00 14 .280.115.346,00 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27 .017 .820.000,00 56.627.808.938.00 29.609.988.938,00 

Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan lrigasl 89.498.340.000,00 245.614.187.939.00 156.115.847.939,00 

Belanja Modal Asel Tetap LaiMya 117.600.000.00 471.686.300,00 354.086.300,00 

Belanja Modal Asel Lalnnya 50.000.000,00 150.000.000.00 100.000.000,00 

BELANJA TIOAK lcROIJGA 55.000.000.000,00 2.164.813.000,00 -52.835.187.000,00 

Batanja Tldak Terduga 55.000.000.000,00 2.164.813.000,00 -52.835.187.000,00 

BELANJA TRANSFER 194.559.530.434,00 190.779.669.534,00 -3.779.860.900,00 

Belanja Bagi Hasil 3.653.376.634,00 3.653.376.634,00 0,00 

Belanja Bantuan Keuangan 190.906.153.800,00 187.126.292.900,00 ·3.779.860.900,00 

Jumlall Belanja 1.281.210.971.566,00 1.489.093.172.356,00 207.882.200.790,00 

Total Surplus/(Oeflslt) -4.000.000.000,00 ·13.466.249.937,00 ·9.468.249.937,00 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00 13.466.249.937,00 3.468.249.937,00 



KODE 

1 

6.1.01 

6.2 

6.2.02 

6.3 

JUMLAH(Rp) 

URAIAN 
SEBELUM (Rp) 

2 3 

Sisa Leblh Pemttungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.000.000.000,00 

PENGELUARAN PEMBIAY AAH 6.000.000.000,00 

Penyertaan Modal Oaerah 6.000.000.000,00 

Jumtah Pengeluaran Pemblayaan 6.000.000.000,00 

Pemblayaan Netto 4.000.000.000,00 

Sisa Leblh Pemblayaan Anggaran Daerah Tahun Berl<enaan (SILPA) 0,00 

-
1,1 .UT KEP1NtT KO~'SEP;FEr. , ./4< l 

TEiAH 01 UUll OU(OftDIH,lS' PG, 

KEPALAB, WIHUKl ! 

A BAHAGlA. ~ E 

p 
t, 

BERKURANGIBERTAMBAH 

SESUDAH (Rp) 

4 5 

13.468.249.937,00 3.468.249.937 ,00 

0,00 ~ .000.000.000,00 

0,00 -6.000.000.000,00 

0,00 ~ .000.000.000,00 

13.468.249.937,00 9.468.249.937 ,00 

0,00 0,00 

\ Kab. Empal Lawang, September 2025 

ti 

t 
H . JONCIK MUH\ ~MAD 



JUMLAH ( Rp) 
KOOE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH 

SEBELUM (Rp) SESUOAH (Rp) 

1 2 3 4 5 

6.1.01 Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.000.000.000,00 13.468249.937,00 3.468.249.937 ,00 

6.2 PEHGELUARAN PEMBIAY AAN 6.000.000.000,00 0,00 -6.000.000.000,00 

6.2.02 Penyertaan Modal Deerah 8.000.000.000.00 0,00 .a.000.000.000.00 

Jumlah Pengetuaran Pemblayaan 6.000.000.000,00 0,00 -6.000.000.000,00 

Pembfayaan Netto 4.000.000.000,00 13.468.249.937 ,00 9.468.249.937,00 

6.3 Slsa L&blh Pemblayaan Anggaran Daerah Tahun Ber1<enaan (SILPA) 0,00 0.00 I 0.00 

Kab. Empat La ng. 1 ~ Seplember 2025 

B )l u 

~ 
-

H. JONCIKMl ,IAMMAD 


